
#

BUPATI TRENGGALEK

KEPUTUSAN BUPA?I TRENGGALEK

NOMOR : 188.45/ 31A l4Ad.oo4/zoLs

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang :bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Trenggalek
Nomor l L Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Keda pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi, perlu menetapkan
Keputr:sA,n Bupati tentang Pejabat Pengelola Informd.si dan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan propinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19so
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9o) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang
Nomor 2 Tahun 196s (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2TSOI;

2. undang-undang Nomor 2g rahun Lggg tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
rahun Lggg Nomor 7s, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3gSl);

3. undang-undang Nomor gz rahun 2ao4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun zo04 Nomor Lzs, Tambatran Irmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 44371 sebagairnana retqh rtirrlrah
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4.

5.

6.

7.
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beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1.2

Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aSaa\

undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tatrun 200g
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a3a6l;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AOg Nomor L!2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5O38);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan

Peraturan Pemndang-Undangan (Lembaran Negara Repubrik
Indorresia Tahun ?OLL Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 523a);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 1.65, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a593);

Peraturan Pemerintah Nomor g8 Tahun 2OOT tentang
Pembagian urusan Pemerintahan antara pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2ao7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a7371;

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan undang-undang Nomor I"4 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Repubrik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 51a9);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor gS Tahun ZOI.O

tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi di Linskunoan Kementerian l)alarn Neoeri dan

8.

9.
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Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 2a50);

t1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2}tl
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2OLL Nomor 69a\

12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Standar Layanan Informasi Publik;

13. Peraturan Gubenur Jawa fimur Nomor 55 Tahun ZALL

tentang pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokrrmentasi Di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

14. Peraturan Gubenur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 201 I
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubenur Jawa Timur
Nomor 55 Tahun 2All Tentang Pedoman Pengelolaan

Informasi dan Dolnrmentasi Di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Jawa Timur;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun

2OO9 tentang pe16e3-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten

Trenggalek Tahun 2AO9 Nomor 1 Seri E);

16. Peratrrran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun

zOLl tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten

Trenggalek Tahun 20ll Nomor 1 Seri D);

1.7. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang

sistem dan Prosedur Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten

Trenggalek (Berita Daeratr Kabupaten Trenggalek Tahun 2011

Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan peraturan

Bupati Nomor 58 Tahun 201,2 (Berita Daeratr Kabupaten

Trenggalek Tahun 20L2 Nomor 29);

18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 56 Tahun 2OL2 tentang

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten

Trenggalek Tahun 2Ol2 Nomor 27) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan peraturan Bupati Nomor g9



Menetapkan
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Tatrun }ALZ (Berita Daeratr Kabupaten Ttenggalek Tatrun

2OL2 Nomor 67);

19. Perafirran Bupati Trenggalek Nomor 11 Tatrun 2013 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan

Dolinrmentasi (Berita Daeratr Kabupaten Trenggalek Tahun

2013 Nomor 11);

MEMUTUSI(AN:

:

:Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan daftar

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yartg merupakart

bagran tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. 
.

:Segald biaya yang diperlukan untuk kegiatan pengelolaan

inforrnasi dan dokumentasi sebagaimana dimalcsud dalarrt

DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

:Keputusan Bupati ini mulai berlalnr pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek

pada tanggal 2o ?ebnrunf

ALEK,
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NoMoR : 188.45/ 31s l406.004l2at3
TENTANG
PEJABAT PENGELOI,A INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DAF'TAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

No JABATAN DAI,AM PPID JABATAN DAI,AM KEDINASAI.I

I 2 3

I Atasan PPID Sekretaris Daeratt

il PPID Kepala Dinas Perhpbungan Komunikasi dar:
Informatika

m Sekretarie Sbkretaris Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Infor:rratika

ry Kepala Bidang Dokumentasj
Dan Rrblikasi Informasi

Kepala Ba.$an Humas dan Protokol Sekretariat
Daerah

v Kepala Bidang Pengolal
Data Dan Klasifikas:
Iteformasi

Kepala Bidang Komunikasi da Inforrnatika

VI Kepala Bidang . Penyelesaian
Sengketa Informasi

Kepala'Bagian Hukum Sekretariat Daeratr
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